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Global crisis has significant effect on economic condition of state in the world. 
These phenomenon cause several company collaps and many of them need capital 
added for survive. In these case, bank as financial institution is to rigid for give a 
loan to accommodate business sector because they have to keep a good liquidity for 
their healty. Therefore, financial service is needed as alternative source to help 
business sector to get capital added. It is believe that financial service is different 
from bank, easy procedure and non-assurance as the ones of advantage from that 
institution.      
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Pendahuluan 
Krisis keuangan global yang terjadi di Negeri Paman Sam memberikan dampak 
yang signifikan terhadap kondisi perekonomian berbagai negara yang ada di belahan 
dunia ini. Terutama, bagi negara berkembang yang notabene masih mengandalkan 
pinjaman sebagai sumber alternatif pendanaan bagi pembangunan, baik di sektor riil 
maupun jasa. Tidak hanya negara, para pengusaha yang selama ini mengandalkan 
pendapatannya sebagai eksportir, juga merasakan dampak yang signifikan bagi 
kelangsungan usahanya.     
Berdasarkan fakta yang diungkapkan dari berbagai media, terjadinya krisis 
global diawali dari macetnya kredit perumahan (subprime mortgage) yang 
merontokkan sejumlah lembaga keuangan di Amerika Serikat, yang selama ini sangat 
diakui kekuatannya dari sisi  paradigma neo-liberalisme. Perusahaan property 
sekaligus sebagai pemberi jasa finansial terbesar di Amerika Serikat yaitu Lehman 
Brothers, mengalami kebangkrutan. Padahal perusahaan tersebut telah dipercaya 
selama 158 tahun.  
Runtuhnya perusahaan tersebut memberikan pukulan berat bagi perekonomian 
Amerika Serikat sendiri. Ditambah lagi, munculnya krisis di pasar keuangan yang 
disebabkan rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Amerika Serikat, 
seperti Washington Mutual Bank, American International Group (AIG), Merrill 
Lynch, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley. Krisis yang sulit terkendali tersebut 
menyebabkan pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengambil alih beberapa 
perusahaan yang bangkrut dan dinilai memiliki pengaruh esensial terhadap kondisi 
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ekonomi negara. Bahkan suntikan dana terbesar dalam sejarah krisis ekonomi di 
negara tersebut dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, trust  para investor yang 
selama ini sangat kuat, mulai hilang dan mengakibatkan harga-harga saham di bursa 
utama dunia mengalami rontok (Agustianto, 2008). Lebih jauh lagi, krisis ekonomi di 
Amerika Serikat berkembang menjadi masalah yang serius, bahkan memberikan 
dampak pada negara lain.     
Berkaitan dengan krisis yang terjadi tersebut, INDEF (2008) mengungkapkan 
bahwa krisis di Amerika Serikat terjadi karena jatuhnya harga perumahan 
menyebabkan ketidakefektifan paket bail-out yang dikeluarkan pemerintah Amerika 
Serikat. Paket yang berisikan tigal hal, yaitu : 
(1) diperbolehkannya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana sampai 
700 milyar dollar untuk membeli hutang kredit perumahan yang bermasalah 
secara bertahap;  
(2) dibukanya bagi lembaga penjamin simpanan untuk menaikan limit 
penjaminan dari 100.000 dollar menjadi 250.000 dollar per orang; dan  
(3) diperbolehkannya Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
meminjam dana talangan kepada departemen perbendaharaan (treasury).  
Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa paket yang dikeluarkan tidak 
menyinggung tentang diperbolehkannya intervensi secara langsung pemerintah untuk 
menopang harga rumah yang merupakan kunci permasalahan.  
Permasalahan yang banyak muncul dengan terjadinya krisis tersebut adalah 
dengan berlanjutnya krisis di Amerika Serikat akan menyebabkan banyak lembaga 
keuangan berguguran dan kondisi ini telah menjalar ke berbagai negara lain. Banyak 
perusahaan-perusahaan keuangan di dunia mengalami bangkrut. Suku bunga naik, 
nilai tukar berbagai mata uang turun dalam sekejap sehingga mengakibatkan sejumlah 
peminjam bank tidak mampu mengembalikan bunganya. Banyak bank mengalami 
kepanikan dikarenakan banyak nasabah melakukan penarikan dana secara besar-
besaran dan pemerintah di berbagai negara disibukkan dengan pekerjaan mencari jalan 
keluar agar supaya perbankan tidak mengalami bangkrut. Laju pertumbuhan ekonomi 
global pun akan melambat, lapangan kerja semakin sulit dan tenaga kerja semakin 
menumpuk sehingga masyarakat miskin semakin bertambah dan mengakibatkan 
kelaparan di berbagai negara. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dampak krisis keuangan 
global terhadap perusahaan finansial di seluruh dunia. Selain itu, krisis ini juga 
mempengaruhi perekonomian nasional di sektor moneter dan sektor riil, dimana bila 
tidak disikapi hati-hati dalam jangka panjang akan menyebabkan banyak perusahaan 
yang berhenti berproduksi dan banyak tenaga kerja yang di PHK. Salah satu alternatif 
yang diungkapkan melalui penulisan ini adalah perlunya lembaga pembiayaan 
berbentuk perusahaan pembiayaan (financial service) yang dalam jangka panjang 
dapat membantu bertahannya perusahaan dari keterpurukan. Disamping itu, 




keberadaan perusahaan keuangan selama ini telah memainkan perannya dalam 
menggerakkan roda perekonomian di sektor Usaha kecil dan Menengah (UKM) dan 
industri otomotif nasional.  
Perusahaan pembiayaan tersebut diharapkan menjadi alternatif, dimana selama 
ini masih banyak perusahaan yang menganggap bank sebagai satu-satunya tempat 
untuk memperoleh modal. Namun dengan terjadinya krisis ekonomi global yang 
memberikan dampak pada kondisi perekonomian sebagian besar negara yang ada 
didunia ini,  menyebabkan naiknya tingkat suku bunga (rata-rata menjadi sekitar 14% 
per-tahun). Dengan demikian peran perusahaan pembiayaan sebagai alternatif 
pembiayaan bagi pengusaha di masa krisis ekonomi global dinilai penting. 
Dampak Krisis Finansial Global Bagi Indonesia 
Krisis keuangan global yang pada umumnya terjadi dapat dikategorikan  sebagai 
berikut : 
1. Krisis di pasar modal (capital market) 
 Sangat dimungkinkan terjadinya short selling dan margin trading, sarat 
dengan motif spekulasi. 
2.  Krisis di pasar uang (money market).   
 Di pasar uang terdapat dua kesalahan besar yang berakibat kepada krisis, 
yaitu: a) Kegiatan transaksi valas yang bermotif spekulasi; dan b) Yang 
menjadi standar keuangan internasional adalah fiat money (Agustianto, 
2008). 
Terjadinya krisis di Amerika Serikat mengakibatkan banyaknya perusahaan 
finansial mengalami keterpurukan. Antar perusahaan saling mencaplok dan kondisi 
pasar semakin ganas tidak terkendali. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung 
mengguncang bursa saham diseluruh dunia, bursa saham di kawasan Asia mengalami 
penurunan 7% sampai 10%. Keadaan tersebut menyebabkan krisis finansial global. 
Krisis yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang mengejutkan bagi pemikir 
ekonomi mikro dan makro, di samping bagi para pebisnis dan para elite politik 
(Agustianto, 2008). 
Camdessus selaku Direktur International Monetary Fund (IMF) menjelaskan 
bahwa ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca 
pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar 
pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat suku bunga yang tidak realistik, 
beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku 
berulang kali telah menyebabkan kesulitan ekonomi dan akhirnya ekonomi negara 
terperangkap dalam krisis ekonomi. Sementara para pakar ekonomi Islam menuturkan 
bahwa penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan 
sektor riel yang dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang 
cepat melepaskan dan meninggalkan sektor riel (www.idx.co.id, 2008). 
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Krisis keuangan global  dalam perjalanannya memberikan dampak yang cukup 
signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional Indonesia. Harga minyak dunia 
yang pernah menembus 140 US dollar per-barel mampu membuat panik pemerintah 
dan masyarakat. Namun turunnya harga minyak dunia hingga dibawah 60 US dollar 
per-barel belum memberikan perbaikan kondisi ekonomi karena harga barang 
kebutuhan masyarakat tetap merangkak naik, walaupun pemerintah telah menurunkan 
harga bahan bakar minyak dari Rp. 6.000 menjadi Rp. 5.500 dan akhirnya Rp. 4.500.   
Disisi lain, sebagai salah satu imbas dari krisis finansial global saat ini,  Kumolo 
menjelaskan bahwa adanya kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG), 
memunculkan kerugian saham mencapai 166 triliun rupiah, yang disebabkan turunnya 
harga minyak dunia per 15 September 2008. Masyarakat Indonesia saat ini sudah 
terhimpit akibat beban hidup yang kian berat karena semua harga bahan pokok 
semakin tinggi. Walaupun dalam perhitungan normal, seharusnya turun karena harga 
BBM sudah diturunkan oleh pemerintah, namun kenyataannya justru sebaliknya. Daya 
beli masyarakat tidak berubah namun harga barang terus berubah dan menunjukkan 
progres kenaikkan (www.idx.co.id, 2008). 
Dampak krisis keuangan global semakin terasa di berbagai sektor, kemampuan 
ekspor yang melemah sebagai akibat adanya turunnya permintaan dari negara-negara 
partner dagang karena terkena dampak krisis tersebut. Menurunnya permintaan 
terhadap produk dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia (seperti tekstil) 
menyebabkan output dari perusahaan tersebut mengalami penurunan, sehingga secara 
langsung tingkat pendapatan perusahaan menjadi berkurang. Berdasarkan data dari 
Biro Pusat Statistik (2008) perkembangan ekspor Indonesia pada bulan Oktober 2008 
mengalami penurunan sebesar 11,61% dibanding dengan ekspor bulan September 
2008. Penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor migas sebesar 
25,72% dan non migas sebesar 8,10%. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada 
bulan Oktober 2008 mengalami penurunan 5,30% dibanding bulan September 2008 
yang terdiri dari impor migas sebesar 17,72% dan impor non migas sebesar 82,28%.   
Kondisi ini memaksa berbagai perusahaan, terutama yang mengandalkan 
pendapatan dari pasar luar negeri, untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
guna menghindari kepailitan karena adanya overcost dalam produksi, bahkan beberapa 
diantaranya melakukan PHK karena sudah tidak mampu membayar upah tenaga 
kerjanya karena perusahaan dinyatakan pailit dalam arti sesungguhnya, atau dengan 
kata lain sudah tidak mampu berproduksi lagi. PHK yang relatif tinggi membuat para 
pengambil kebijakan di Indonesia mengalami kebingungan, karena sebagian besar 
karyawan yang di PHK tersebut memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dengan 
tingkat ketrampilan terbatas. Selain itu, adanya fenomena tersebut akan menambah 
persentase tingkat pengangguran di Indonesia.  
 
 




Jenis Dan Bentuk Perusahaan Pembiayaan 
Berdasarkan fungsi dari perusahaan pembiayaan, maka dapat dibedakan dalam 
beberapa jenis antara lain : 
1. Perusahaan sewa guna usaha (leasing company) 
 Simatupang (2003) menjelsakan bahwa kata leasing berasal dari kata to lease 
yang berarti menyewakan. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan 
perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan 
oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan 
tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau 
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah 
disepakati bersama. Berbagai pihak yang terkait dalam leasing adalah lesse, 
yaitu perusahaan pengguna barang; lessor, yaitu perusahaan lembaga 
pembiayaan atau penyandang dana; supplier, yaitu perusahaan penyedia barang; 
dan perusahaan asuransi sebagai penjamin apabila terjadi sesuatu hal diluar 
dugaan.  
2.  Perusahaan anjak Piutang (factoring company) 
 Di dalam Keppres No. 61 Th 1988, anjak piutang merupakan usaha pembiayaan 
dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau 
tagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar 
negeri. Kegiatan factoring meliputi : 
a. Pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek yang terbit 
dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. 
b. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan. 
 Manfaat factoring adalah pembayaran piutang lebih cepat dari jatuh tempo; 
menambah dana segar perusahaan; dapat membantu peningkatan 
keuntungan atau laba; merupakan sarana peralihan resiko tagihan yang tidak 
bisa dicairkan 
3.  Perusahaan modal ventura (venture capital company) 
 Asyhadie ((2005) menjelaskan bahwa perusahaan modal ventura merupakan 
suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha  untuk jangka 
waktu tertentu. Beberapa jenis modal ventura : 
a. Conventional Loan, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dan bisa 
disertai dengan jaminan. 
b. Conditional Loan, yaitu perusahaan modal ventura turut menikmati laba, 
bila proyek yang dibiayai untung dan menanggung kerugian jika proyeknya 
mengalami rugi. 
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c. Equity Investment, yaitu modal ventura yang menyertakan saham untuk 
mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara perusahaan 
modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerjasama di bidang 
manajemen. 
 Ciri-ciri modal ventura, antara lain; 
a. Pemberian bantuan tanpa jaminan. 
b. Pemberian bantuan bersifat sementara, antara 5 sampai dengan 10 
tahun. 
c. Pemberian bantuan selain memberikan modal, modal ventura juga ikut 
manajemen. 
d. Pemberian bantuan bersifat bisnis dan mengharapkan laba. 
4.  Perusahaan kartu kredit (Credit Card Company) 
 Perusahaan kartu kredit merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan 
untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit (credit card). 
Kartu kredit ini diterbitkan oleh badan usaha untuk dipergunakan oleh 
pemegangnya sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai kepada took 
ataupun usaha lainnya yang ditunjuk oleh penerbit kartu kredit. 
5.  Perusahaan pembiayaan konsumen (Consumers Finance Company) 
 Mengacu pada Asyhadie (2005) bahwa lembaga pembiayaan konsumen 
merupakan suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan 
barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara 
angsuran atau berkala. 
6.  Perdagangan Surat Berharga (Securitas Company) 
 Simatupang (2003 menjelaskan bahwa perdagangan surat berharga adalah badan 
usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat 
berharga. 
Secara yuridis, bentuk hukum perusahaan pembiayaan (Financial Services) telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1988.jo Peraturan Menteri 
Keuangan, Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan 
pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang 
khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 
lembaga pembiayaan. 
Perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan 
usaha lainnnya berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, yang diatur dalam pasal 25. 
Dalam pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan 
pembiayaan dapat bekerjasama dengan Bank Umum melalui pembiayaan Channeling 
atau Pembiayaan Bersama (Joint Financing). Selanjutnya pada pasal 28 telah diatur 
bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 
sebesar 50% dari modal disetor. Kemudian mengenai sanksi diatur dalam pasal 44 




yaitu setiap perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan 
Menteri Keuangan ini dikenakan sanki berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, 
dan pencabutan Izin Usaha. 
Ditinjau dari sisi karakteristik, maka perbedaan perusahaan pembiayaan dengan 
perbankan adalah : 
1) Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak memungut dana 
dari masyarakat, sedangkan perbankan memungut dana dari masyarakat. 
2) Kegiatan lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, 
sedang perbankan dalam bentuk modal finansial. 
3) Lembaga pembiayaan tidak memerlukan jaminan, sedangkan perbankan 
memerlukan jaminan. 
4) Perusahaan pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat 
dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
5) Perusahaan pembiayaan tidak menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory 
Note), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.  
6) Perusahaan pembiayaan tidak memberikan jaminan dalam segala bentuknya 
kepada pihak lain. 
 
Arti Penting Perusahaan Pembiayaan Bagi Pebisnis 
Suatu kegiatan bisnis banyak sekali permasalahan yang timbul. Badan usaha 
yang tadinya mapan karena perkembangan perekonomian badan usaha tersebut 
memerlukan modal tambahan untuk kegiatan bisnis. Biasanya penambahan modal 
dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan meminjam ke bank. Tetapi karena bank 
memerlukan jaminan dan mencantumkan prosedur yang terkadang rumit, maka 
diperlukan suatu lembaga di luar bank dapat membantu para pebisnis dalam 
penyediaan dana. Lembaga yang dinilai representatif sebagai alternatif dalam 
membantu para pebisnis adalah perusahaan pembiayaan. 
Ditengah krisis global yang dirasakan sekarang ini yang telah memunculkan 
akibat negatif bagi beberapa perusahaan, peran perusahaan pembiayaan semakin 
dibutuhkan sebagai alternatif sumber dana bagi para pebisnis dalam menjaga 
kelangsungan usahanya. Terutama bagi mereka yang secara konkrit sulit untuk 
memenuhi persyaratan apabila melakukan peminjaman lewat bank.   
Bisnis properti, misalnya, dengan adanya krisis global sangat merasakan 
dampaknya. Sementara itu, pembiayaan di sektor properti (perumahan) masih 
tergantung pada sumber pembiayaan dari pinjaman, sehingga dipengaruhi oleh tingkat 
suku bunga. Dampak krisis global yang menyebabkan naiknya suku bunga 
menyebabkan sektor tersebut menjadi terpuruk dan sulit menjaga kelangsungan 
usahanya.   
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Namun demikian, fenomena yang biasanya dihadapi perusahaan pembiayaan 
yang tidak berbeda jauh dengan bank sebagai sebuah lembaga pembiayaan adalah 
munculnya kredit macet yang disebabkan oleh ketidakcermatan dan 
ketidakkomprehensifan perusahaan pembiayaan dalam meloloskan permohonan 
nasabahnya. Alternatif untuk meminimal kejadian kredit macet lembaga pembiayaan 
dalam memberi persetujuan pada setiap pemohon dengan  menerapkan prinsip 4C 
(character, capacity, capital, dan collateral). Hal ini pun masih perlu didukung oleh 
upaya lain yang mampu mengekplorasi kredibilitas pemohon. Minimnya kredit macet 
akan membuat perusahaan pembiayaan semakin mampu membantu para pebisnis lain, 
dan dapat mengoptimalkan perannya.  
Keberadaan perusahaan pembiayaan selama ini telah dirasakan perannya dalam 
menggerakkan sektor UKM (Usaha kecil dan Menengah) serta industri otomotif 
nasional. Lembaga ini telah mampu meningkatkan pemahaman banyak orang bahwa 
bank bukan merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh modal. Hal masih 
perlu diperhatikan adalah suku bunga yang ditetapkan diharapkan perusahaan 
pembiayaan mampu menentukan suku bunga yang intervalnya tidak terlalu jauh 
dengan bank, sehingga para pebisnis akan semakin tertarik.    
 
Financial Services Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Bisnis    
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa diperlukan 10 
(sepuluh) langkah untuk merespon perkembangan pasar keuangan akibat dampak 
krisis global,  yaitu : 
a) Mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank 
dalam negeri, dalam satu kliring house. BUMN diwajibkan melaporkan informasi 
tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke kantor Kementerian BUMN dan 
transaksinya melalui perbankan secara mingguan dan di-update setiap hari. 
b) Mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen 
pembiayaan, baik bilateral maupun multilateral. 
c) Menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke 
bank. Ini untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang 
harga. 
d) Pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan pembelian SUN (Surat Utang 
Negara) di pasar sekunder dan dilakukan secara bertahap. Hal ini untuk menjaga 
kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilitas pasar SUN. 
e) Memanfaatkan bilateral swaps arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea, 
dan Bank of China apabila diperlukan untuk menjaga kesinambungan neraca 
pembayaran. Hal ini bagian dari kesepakatan ASEAN+3. 
f) Menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor dengan sumber daya,  tujuannya 
untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi 




terhadap risiko pembayaran. Pemerintah akan memonitor secara ketat agar 
fasilitas itu tidak disalahgunakan eksportir. 
g) Mengurangi pungutan ekspor minyak sawit mentah menjadi 0% dari sebelumnya 
2.5%.   
h) Menyusun APBN 2009 yang memungkinkan pemerintah mengubah APBN tanpa 
mengurangi hak-hak DPR terkait krisis keuangan global yang diperkirakan masih 
trjadi sampai tahun depan. 
i) Mencegah importasi ilegal dengan menerbitkan ketentuan pembatasan impor 
komoditi garmen, elektronika, makanan-minuman, mainan anak-anak, dan sepatu. 
Komoditas tersebut hanya bisa diimpor oleh importir tedaftar dengan kewajiban 
verifikasi di pelabuhan muat yang telah ditetapkan, yaitu Pelabuhan Tanjung 
Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, 
Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.   
j) Membentuk gugus tugas terpadu antarinstansi terkait guna meningkatkan 
pengawasan terhadap barang-barang yang beredar lewat peraturan menteri 
perdagangan (Warta Ekonomi, 2008) 
Berbagai bentuk respon sebagai langkah antisipasi agar dampak krisis tidak 
berkelanjutan yang dapat menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk 
dan belajar dari pengalaman krisis ekonomi pada tahun 1998, maka berbagai langkah 
tersebut diambil sebagai wujud penyelamatan agar berbagai modal maupun sumber 
daya investasi yang ada dapat berpindah dari tempat yang kurang aman ke tempat 
yang lebih aman.   
Namun demikian, relokasi dan rekomposisi karena kepanikan dan sifat intrisik 
dari pasar uang dapat menyebabkan jatuhnya nilai asset di suatu negara. Jatuhnya nilai 
asset tersebut menyebabkan berbagai perusahaan memerlukan satu rekapitulasi atau 
injeksi modal (tambahan modal) untuk bertahan ataupun mengembangkan kegiatan 
bisnisnya. Kebutuhan ini akan memunculkan permintaan dana (loanable fund) 
semakin meningkat untuk mengerakkan sektor bisnis domestik. Dengan demikian, 
diperlukan lembaga keuangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal agar sektor 
bisnis dapat bertahan dan bersemangat lagi sehingga nilai investasi menjadi 
meningkat. Lembaga keuangan alternatif yang dimaksudkan adalah   lembaga 
pembiayaan (financial institution) berbentuk perusahaan yang memberikan jasa 
penyediaan dana guna kepentingan pembiayaan yang dibutuhkan sektor bisnis  
Berkaitan dengan lembaga pembiayaan tersebut, pada dasarnya secara yuridis 
formal telah didefinisikan secara jelas dalam pasal 1 Keppres No. 61 th 1988 bahwa 
lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalamnya melakukan kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik 
dana secara langsung dari masyarakat.  
Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat beberapa komponen yang 
terkandung di dalamnya, yaitu :  
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a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk 
melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 
b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan dengan cara membiayai pada 
pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. 
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan. 
d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang 
lain. 
e. Tidak menarik dana secara langsung, yaitu tidak mengambil uang secara langsung 
baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali 
hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank. 
f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang 
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 
Sesuai pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan, perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang 
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, 
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba. 
Sedangkan definisi perusahaan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 
8 tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk 
usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh 
keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun 
badan usaha yang berbentuk badan hokum atau bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
Lembaga pembiayaan sebagai suatu bentuk perusahaan, menurut Abdulkadir 
(2002) unsur-unsur yang harus terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu: 
a. Badan usaha yang mempunyai kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai 
bentuk hokum seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan 
Komanditer (CV), Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), 
Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. 
b. Kegiatan dalam bidang perekonomian, kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, 
perdangan, perjasaan, dan pembiayaan. 
c. Terus-menerus, bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut dilakukan 
secara terus-menerus sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan 
pekerjaan sambilan. 
d. Bersifat tetap, artinya kegiatan tersebut tidak berubah atau berganti dalam waktu 
singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. 
e. Terang-terangan, artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas 
berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah 
berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari akta pendirian perusahaan, 




nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan akta 
pendaftaran perusahaan. 
f. Keuntungan dan atau laba, artinya menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh 
dari modal yang diusahakan (capital gain), hal ini merupakan tujuan setiap 
perusahaan. 
g. Pembukuan, artinya catatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha suatu perusahaan. 
Peran lembaga pembiayaan berkaitan dengan kegiatan bisnis adalah sebagai 
penyedia dana ketika suatu badan usaha mengalami permasalahan yang disebabkan 
oleh adanya kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan (terjadinya krisis, 
misalnya). Badan usaha ini memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk 
bertahan maupun mengembangkan bisnisnya. Biasanya badan usaha dalam melakukan 
penambahan modal untuk kegiatan bisnisnya melalui pinjaman di lembaga perbankan, 
tetapi lembaga ini memerlukan jaminan yang kadangkala badan usaha tidak bisa 
memenuhi. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan merupakan alternatif solusi 
pembiayaan bisnis tanpa memerlukan jaminan fisik.  
 
Penutup 
Terjadinya krisis keuangan global menyebabkan lembaga perbankan sangat 
menjaga likuiditasnya, sehingga nilai kredit yang dilempar pada nasabahnya sangat 
dibatasi. Hal ini untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan bank itu sendiri, mengingat 
pasar modal mengalami keterpurukan yang menyebabkan suku bunga merosot. 
Namun di sektor bisnis, kebutuhan akan tambahan modal terus berjalan, bahkan 
meningkat dengan adanya krisis tersebut.   
Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga 
keuangan bukan bank mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. 
Lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi 
atau badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena 
itu, keberadaan perusahaan pembiayaan dalam pembangunan Indonesia berperan 
sebagai lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat 
masyarakat untuk berperan dalam pembangunan perekonomian dengan melalui 
penyediaan dana.  Bentuk badan hukum dari perusahaan pembiayaan biasanya adalah 
Perseroan Terbatas atau koperasi. 
Ditinjau dari prospeknya dan untuk mengantisipasi hal yang membuat 
perusahaan pembiayaan tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka  perlu 
adanya komunikasi pascatransaksi antara lembaga pembiayaan dengan konsumen. 
Perusahaan pembiayaan perlu menerjemahkan dalam bentuk manejemen resiko yang 
akan timbul setelah kredit disalurkan. Selain itu, perusahaan pembiayaan perlu 
membuat terobosan baru dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan, terutama 
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bagi para pebisnis, misalnya : pembebasan angsuran untuk bulan-bulan tertentu, nilai 
angsuran awal lebih rendah dari angsuran normal, suku bunga yang kompetitif .   
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